SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (1) dan
ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa belanja daerah
diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib
yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan
standar pelayanan minimal dan belanja daerah untuk
pendanaan  urusan Pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah berpedoman pada analisis standar
belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51
ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, menyebutkan bahwa dalam hal belanja daerah
untuk mendanai kewenangan daerah yang terdiri dari
urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan
pilihan, berpedoman pada standar harga satuan regional,
analisis standar belanja, standar teknis dan standar harga
satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;

c. bahwa terdapat penyesuaian besaran insentif, tunjangan
dan bantuan operasional wuntuk rukun tetangga
desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
dan lembaga adat desa/kelurahan di Kabupaten Kutai
Kartanegara maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan
Tahun 2022, perlu untuk dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan
Tahun 2022.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;
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Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II Tanah Laut, Daerah Tingkat I Tapin, dan Daerah Tingkat
Il Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {(Lembaran Negara Republilk
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Rerpublilk Indonesia Nomor 6322);

S. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 57);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 66 Tahun 2021
tentang Standar Harga Satuan Tahun 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN TAHUN 2022.



Pasal |

Ketentuan Lampiran I huruf B Standar Satuan Harga
Insentif Rukun Tetangga Desa/Kelurahan, Insentif Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa/Kelurahan Insentif
Pos Pelayanan Terpadu Desa/Kelurahan Insentif Pos
Pelayanan Terpadu Lansia Desa/Kelurahan dalam
Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar
Harga Satuan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2021 Nomor 66) diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

a. Insentif Rukun Tetangga Desa/ Kelurahan

1. Ketua : Rp 750.000 Orang/ Bulan
2. Sekretaris : Rp 500.000 Orang/ Bulan
3. Bendahara : Rp 450.000 Orang/ Bulan
b. Insentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Desa/Kelurahan
1. Ketua : Rp 750.000 Orang/ Bulan
2. Sekretaris : Rp 500.000 Orang/ Bulan
3. Bendahara : Rp 450.000 Orang/ Bulan
4. Anggota : Rp 350.000 Orang/ Bulan
c. Insentif Pos Pelayanan Terpadu Desa/Kelurahan
Buka/ Tutup : Rp 750.000 Unit/ Bulan
d. Insentif Pos Pelayanan Terpadu Lansia Desa/
Kelurahan
Buka/ Tutup : Rp 750.000 Unit/ Bulan
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam  Berita Daerah  Kabupaten
Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 April 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd
EDI DAMANSYAH
Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 27 April 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd
SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daer ten Kutai Kartanegara
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